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ABSTRACT 
This study aims to analyze the comparison of Income Tax Article 21 (PPh 21) rates before and after the 
implementation of the effective rates based on Government Regulation (PP) Number 58 of 2023 on 
employee salaries at PT Ume Persada Indonesia. The research method used is a descriptive-analytical 
approach with data collection techniques through interviews, document studies, and observations. The 
results show that the implementation of effective rates reduces the monthly tax burden on employees from 
January to November but increases the amount of deduction in December. Overall, the annual tax burden 
for employees remains unchanged significantly. This policy provides a positive impact on employees with 
low to medium income, but requires adjustments in the company’s administration system. This study 
contributes to understanding the implementation of tax policy and offers recommendations for other 
companies to manage tax policies more efficiently. 
Keywords: PPh 21, Effective Rates, PP 58/2023, Tax Burden, Tax Policy. 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) 
sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 
2023 pada gaji karyawan PT Ume Persada Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, 
dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif efektif mengurangi beban pajak 
bulanan karyawan pada periode Januari hingga November, namun meningkatkan jumlah pemotongan 
pada bulan Desember. Secara keseluruhan, beban pajak tahunan karyawan tetap tidak berubah secara 
signifikan. Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi karyawan berpenghasilan rendah hingga 
menengah, namun memerlukan penyesuaian sistem administrasi pada perusahaan. Studi ini memberikan 
kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan perpajakan dan memberikan rekomendasi bagi 
perusahaan lain untuk mengelola kebijakan pajak secara efisien. 
Kata Kunci: PPh 21, tarif efektif, PP 58/2023, beban pajak, kebijakan perpajakan. 
 
PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber utama 
penerimaan negara yang memiliki 
peranan penting dalam pembiayaan 
pembangunan nasional dan pengeluaran 
negara lainnya. Di Indonesia, 
penerimaan pajak dikumpulkan dari 
wajib pajak yang terdiri atas individu 
dan badan, yang disalurkan ke kas 
negara untuk membiayai berbagai 
program pembangunan. Pemerintah 
sangat bergantung pada sektor 
perpajakan, seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 
berbagai jenis pajak lainnya. Kebijakan 
perpajakan terus berkembang untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan 
ekonomi dan keadilan sosial. Salah satu 
kebijakan terbaru adalah penerapan tarif 
efektif dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 58 Tahun 2023, yang 
bertujuan memberikan penyederhanaan 
sekaligus meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak (Wahyu, 2023) 
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Soemitro, SH (dalam Pudyatmoko 
2009:1) menyatakan bahwa pajak ialah 
iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan Undang – Undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) 
adalah pajak yang dikenakan terhadap 
setiap tambahan nilai kemampuan 
ekonomis yang diterima oleh wajib 
pajak. Salah satu jenis PPh yang penting 
adalah PPh Pasal 21, yang berhubungan 
dengan penghasilan yang diterima oleh 
karyawan atau individu yang bekerja. 
PPh ini hanya dikenakan kepada mereka 
yang memiliki penghasilan di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Analisis PPh 21 gaji adalah Penerapan 
pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) 
terhadap penghasilan pegawai. Pajak 
Penghasilan Pasal 21 memungut pajak 
atas penghasilan yang diterima berupa 
honorarium, upah, gaji, tunjangan, dan 
pembayaran-pembayaran lain yang 
dilakukan kepada orang pribadi atas 
nama dan kedudukan apa pun yang 
berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, 
jasa, dan kegiatan lain yang 
dilakukannya. Subyek Pajak Dalam 
Negeri, sebagaimana dimaksud dalam 
UU Pajak Penghasilan Pasal 21 
(Kismawati et al., 2024) 

Perubahan regulasi terkait pajak 
penghasilan di Indonesia terus 
berlangsung sebagai upaya untuk 
mengoptimalkan penerimaan negara 
sekaligus menciptakan keadilan dalam 
pembebanan pajak bagi masyarakat. 
Salah satu pembaruan terkini adalah 
penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 58 Tahun 2023 yang 
memperkenalkan tarif efektif Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21. Regulasi 
ini dirancang untuk mengurangi beban 
pajak bagi karyawan dengan 

pendapatan tertentu, sembari tetap 
mempertimbangkan dampaknya pada 
penerimaan negara dari sektor pajak 
pribadi (Santoso, 2023). Penerapan 
kebijakan tarif efektif ini memunculkan 
kebutuhan kajian lebih mendalam 
terkait implementasinya dalam konteks 
perusahaan, termasuk di PT Ume 
Persada Indonesia. Analisis 
perbandingan tarif pajak penghasilan 21 
sebelum dan sesudah penerapan tarif 
efektif menjadi relevan untuk 
memberikan gambaran konkret terkait 
dampak kebijakan terhadap sektor 
swasta. Studi empiris yang dilakukan 
pada PT. Ume Persada Indonesia 
diharapkan dapat memperlihatkan 
bagaimana perubahan tarif tersebut 
memengaruhi keseimbangan antara 
pengeluaran perusahaan untuk pajak 
dan kesejahteraan karyawan 
(Wulandari, 2023). 

Penerapan tarif efektif dalam PP 
No. 58 Tahun 2023 menghadirkan 
implikasi yang cukup signifikan 
terhadap penghitungan PPh 21 bagi 
karyawan di berbagai sektor. Sebelum 
penerapan kebijakan ini, penghitungan 
pajak penghasilan sering kali dianggap 
kurang mencerminkan tingkat 
pendapatan aktual pekerja. Hal ini 
mengakibatkan kelompok 
berpenghasilan rendah merasa terbebani 
oleh pajak yang cukup tinggi 
dibandingkan dengan daya beli mereka 
(Harahap & Suhartono, 2023). 
Perubahan yang diperkenalkan melalui 
PP No. 58 Tahun 2023 diharapkan 
dapat mengurangi beban pajak bagi 
karyawan dengan pendapatan rendah 
hingga menengah, yang pada gilirannya 
dapat meningkatkan daya beli dan 
kesejahteraan mereka (Yunita, 2023). 

Sebagai perusahaan yang 
beroperasi di sektor jasa dan 
pengelolaan sumber daya manusia, PT 
Ume Persada Indonesia perlu 
menyesuaikan perhitungan PPh 21 
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sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 
58 Tahun 2023. Perusahaan ini 
sebelumnya mengacu pada ketentuan 
tarif pajak yang lama, sehingga perlu 
melakukan pembaruan sistem untuk 
menyelaraskan dengan tarif efektif baru. 
Proses ini mencakup evaluasi 
perbandingan antara beban pajak 
sebelum dan sesudah kebijakan baru, 
yang akan memengaruhi penggajian 
karyawan serta pendapatan bersih yang 
diterima oleh mereka (Saragih, 2023). 

Urgensi untuk memahami dampak 
dari kebijakan baru ini terletak pada 
pentingnya kepatuhan perusahaan 
terhadap peraturan pajak sembari tetap 
mengupayakan keseimbangan antara 
efisiensi biaya dan kesejahteraan 
karyawan. Implementasi kebijakan baru 
ini juga selaras dengan tujuan 
pemerintah untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak melalui pendekatan 
yang lebih inklusif dan adil, khususnya 
bagi kelompok dengan pendapatan 
rendah hingga menengah (Prihatini, 
2023). Oleh karena itu, penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi landasan bagi 
perusahaan lain yang menghadapi 
perubahan serupa. 

Analisis perbandingan tarif pajak 
penghasilan 21 sebelum dan sesudah 
penerapan tarif efektif menjadi relevan 
untuk memberikan gambaran konkret 
terkait dampak kebijakan terhadap 
sektor swasta. Secara jangka panjang, 
kebijakan ini diharapkan dapat 
mendorong terbentuknya sistem 
perpajakan yang lebih responsif 
terhadap kondisi ekonomi dan distribusi 
pendapatan di Indonesia. Dengan 
demikian, penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan analisis mendalam terhadap 
dampak penerapan PP No. 58 Tahun 
2023 di PT Ume Persada Indonesia, 
khususnya dalam perbandingan tarif 
PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan 
tarif efektif. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

para pengelola perusahaan dan pembuat 
kebijakan dalam menentukan strategi 
yang optimal terkait implementasi 
kebijakan pajak penghasilan (Prasetyo, 
2023). 

 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif analitis untuk menganalisis 
perbandingan tarif Pajak Penghasilan 
Pasal 21 sebelum dan sesudah 
penerapan tarif efektif berdasarkan PP 
No. 58 Tahun 2023 pada gaji karyawan 
PT Ume Persada Indonesia. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dengan 
pihak terkait dan ahli perpajakan, 
sedangkan data sekunder melalui studi 
dokumen dan literatur perpajakan. 
Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. 

Analisis data menggunakan 
pendekatan induktif meliputi klasifikasi, 
definisi komponen, sintesis, penyusunan 
pola, dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian berfokus pada perbandingan 
tarif pajak berdasarkan UU PPh Pasal 
17 dan PP No. 58/2023, untuk 
memahami dampak kebijakan terhadap 
beban pajak karyawan dan perusahaan, 
serta memberikan rekomendasi 
pengelolaan pajak yang lebih efisien 
dan adil. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PENELITIAN 
Hasil Penelitian 
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Berdasarkan data yang diperoleh, 
dapat dilihat perhitungan PPh Pasal 21 
atas gaji karyawan pada bulan Januari 
2024 dengan menggunakan tarif TER 
yang ditentukan berdasarkan besar 
penghasilan bruto per bulan dan status 
PTKP masing-masing karyawan. 

Tabel 2. PPh Pasal 21 PT. Ume 
Persada Indonesia Bulan Januari 

2024 

Sumber : Gaji Karyawan PT. Ume 
Persada Indonesia 

Besar PPh 21 diperoleh dari hasil 
perkalian penghasilan bruto dengan tarif 
TER yang diatur dalam PP Nomor 58 
Tahun 2023. Sebagai contoh, 
perhitungan PPh 21 untuk Turan AW 
yang berstatus kawin dan memiliki 1 
tanggungan (K/1) dengan penghasilan 
bruto sebesar Rp 6.500.000, maka ia 
termasuk dalam kategori A, sehingga 
dikenakan tarif sebesar 0,2%. Oleh 
karena itu, pemotongan PPh Pasal 21 
pada bulan Januari untuk Turan AW 
adalah sebesar Rp. 16.250. Besar pajak 
tersebut akan dibayarkan pada masa 
pajak bulan Januari hingga November 
sesuai dengan peraturan pemerintah. 
Sedangkan untuk pemotongan pada 
masa pajak bulan Desember, tarif yang 
diterapkan akan mengacu pada Pasal 17 
ayat (1) Undang-Undang PPh. 
 
Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum 
Diterapkan TER 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 
tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemotongan Pajak atas Penghasilan 
yang bersumber dari pekerjaan, jasa, 
dan kegiatan orang pribadi, perhitungan 
pajak penghasilan dilakukan 

berdasarkan penghasilan bruto yang 
diterima. Setelah diberlakukannya tarif 
TER, perhitungan PPh Pasal 21 bagi 
karyawan menggunakan tarif yang 
tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
Berikut adalah contoh perhitungan PPh 
Pasal 21 dengan menggunakan tarif 
Pasal 17: 

 
  

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 
21 Masa Pajak Desember 2024 

Untuk mengetahui perbandingan 
perhitungan beban Pajak Penghasilan 
Pasal 21 pada masa bulan Desember, 
berikut adalah mekanisme perhitungan 
komparatifnya: 

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 
Desember 2024 

 
Sumber : Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel perhitungan 
PPh Pasal 21 masa Desember dengan 
menggunakan skema TER, dapat 
disimpulkan bahwa pada hakikatnya 
jumlah PPh Pasal 21 yang harus 
dipotong dari Wajib Pajak Orang 
Pribadi dalam satu tahun pajak adalah 
sama. Yang membedakan adalah, 
dengan menggunakan skema TER, PPh 
Pasal 21 yang dipotong pada bulan 
Januari-November menjadi lebih kecil, 
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namun pada masa Desember jumlah 
potongannya akan menjadi lebih besar. 
Berdasarkan pajak terutang pada masa 
Desember, terlihat jelas bahwa adanya 
Tarif TER, yang skema perhitungannya 
tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat 
(1) UU PPh. Besarnya beban pajak 
setiap karyawan PT. Ume Persada 
Indonesia untuk masa pajak bulan 
Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 4. PPh Pasal 21 Masa Pajak 
Desember 2024 

 
Sumber : Data diolah (2024) 

Diskusi Perbandingan 
Perhitungan PPh Pasal 21 Januari 2024 

Berikut adalah selisih 
pemotongan PPh Pasal 21 yang 
dibebankan pada masa Januari hingga 
November 2024: 
Tabel 5. Selisih PPh Pasal 21 Sebelum 
dan Setelah TER masa Januari 2024 

Sumber : Data diolah (2024) 
Berdasarkan tabel 5 diatas 

perhitungan PPh 21 dengan 
membandingkan sebelum dan setelah 

diberlakukannya tarif TER terdapat 
selisih pajaknya. Pengenaan pajak 
sebelum diberlakukannya tarif TER 
relatif lebih besar dibandingkan dengan 
pajak yang menggunakan tarif TER. 
Karyawan YR dalam data di atas 
diketahui pemotongan PPh 21 sebelum 
diberlakukannya tarif TER setiap bulan 
sebesar Rp 123.750, sedangkan 
pemotongan PPh 21 dengan tarif TER 
hanya sebesar Rp 112.500. Meskipun 
pemotongan PPh 21 pada masa Januari 
hingga Desember dengan menggunakan 
PP Nomor 58 Tahun 2023 ini lebih 
rendah dari aturan sebelumnya, namun 
tidak menambah atau mengurangi 
beban pajak terutang Wajib Pajak 
tersebut. 

Perbandingan PPh Pasal 21 Masa 
Desember 2024 

Dari tabel simulasi perhitungan 
beban pajak penghasilan Pasal 21 masa 
Desember di atas, maka berikut adalah 
besarnya selisih beban pajak terutang 
sebelum dan setelah diberlakukan tarif 
TER: 

Tabel 6. Perbandingan PPh Pasal 
21 Masa Desember 2024 

 
Sumber : Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 6 pajak 
penghasilan PPh 21 terutang masa 
Desember, setiap karyawan yang 
dibebankan mengalami peningkatan 
beban pajak dibandingkan dengan 
beban pajak sebelumnya. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa 
perhitungan PPh Pasal 21 terhadap 
karyawan PT. Ume Persada Indonesia 
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bulan Januari hingga November dengan 
PP Nomor 58 Tahun 2023 menjadikan 
beban pajak karyawan per bulan 
menjadi lebih kecil, namun beban pajak 
yang dibebankan pada bulan Desember 
menjadi lebih besar. Perbandingan 
perhitungan dengan skema tarif lama 
dan tarif TER tidak mengubah beban 
pajak per tahunnya. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Perhitungan PPh 21 untuk 
karyawan tetap di PT. Ume Persada 
Indonesia merupakan proses yang 
penting dan harus dilakukan dengan 
akurat serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perpajakan yang berlaku. 
Proses ini melibatkan perhitungan 
penghasilan bruto karyawan serta 
pengurangan berbagai penghasilan tidak 
kena pajak dan potongan-potongan 
lainnya untuk mendapatkan jumlah 
pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan 
perhitungan PPh 21 karyawan tetap 
antara UU HPP dan PP No 58 Tahun 
2023 di PT. Ume Persada Indonesia 
menjadi fokus penting untuk dipahami. 
UU HPP mengatur prinsip dasar 
perpajakan, sementara PP No 58 Tahun 
2023 mungkin memperinci atau 
mengubah prosedur dan tarif pajak yang 
berlaku.  

Oleh karena itu, pemahaman 
terhadap perbedaan-perbedaan ini 
menjadi kunci untuk memastikan bahwa 
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 
dilakukan sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku saat ini di PT. 
Ume Persada Indonesia. Keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah data yang 
diperoleh hanya terbatas pada data bukti 
pemotongan Pajak Penghasilan bagi 
pegawai tetap pada bulan Januari 2024 
yang tidak menjelaskan secara 
menyeluruh mengenai perhitungan 
Pajak Penghasilan Pasal 21. Saran 
untuk penelitian selanjutnya adalah agar 

dapat mengembangkan tujuan penelitian 
dengan meningkatkan keakuratan dan 
kelengkapan data yang diperoleh. 
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